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ABSTRACT

Agrarian access reform is expected to convert land-tenure security into sustainable
economic benefits, yet its implementation in rural enterprises remains uneven. This
study examines stakeholder roles, program impacts on capacity and income, and
constraints affecting catfish enterprises in Sendangsari Village, Kulon Progo
Regency. A qualitative single-case-study design was employed. Data were
collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis
involving the village government, Kulon Progo Land Office, supporting agencies,
Pokdakan Mina Berkah Klegen, and Poklahsar Mina Serang Barokah. Data were
analyzed through reduction, display, verification, and triangulation. Results show
that stakeholders provided facilitation, technical assistance, seed support, financial
literacy, product legality, business development, and market information, although
post-program coordination remained weak. Capacity improved in production,
husbandry, processing, packaging, and business management. Monitoring data
indicated initial income increases of 6.00% for Pokdakan and 12.20% for Poklahsar,
but these figures did not represent stable net income. Sustainability was constrained
by capital, feed costs, technical risks, limited markets, weak records, and
discontinuous mentoring. Access reform created initial empowerment but requires
structured, continuous assistance.

Keywords: agrarian access reform; economic empowerment; catfish enterprises;
stakeholder collaboration
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia masih
menjadi persoalan fundamental dalam pembangunan agraria nasional.
Fenomena ini memperlihatkan dominasi sebagian kecil kelompok masyarakat
yang menguasai tanah dalam skala luas, sementara sebagian besar lainnya
hanya memiliki lahan dalam jumlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. Ketimpangan tersebut tidak hanya menimbulkan kesenjangan sosial
dan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap melemahnya
kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam di sekitarnya.
Akibatnya, kondisi ini berimplikasi pada menurunnya ketahanan pangan,
terbatasnya pemanfaatan tanah produktif, serta meningkatnya potensi konflik
agraria akibat ketidakadilan struktural dalam distribusi tanah (Arifin &
Wachidah, 2023; Rut Agia Aprilliani et al., 2023).

Tanah sejatinya bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari hak
dasar manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ketimpangan dalam
penguasaan tanah kerap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip
keadilan sosial dan hak asasi manusia, karena akses terhadap tanah menjadi
syarat utama bagi kesejahteraan masyarakat agraris (Earlene et al., 2023).
Ketika akses tersebut hanya dimiliki oleh beberapa pihak, maka ketimpangan
ekonomi akan semakin melebar dan masyarakat kecil semakin sulit
mewujudkan kemandirian. Dalam realitas perdesaan, tanah memegang peran
strategis sebagai fondasi bagi berbagai aktivitas produktif, mulai dari pertanian
dan perikanan darat hingga usaha-usaha kecil lain yang memanfaatkan ruang
sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, penguatan akses terhadap tanah
bukan hanya menyangkut kepastian hak, tetapi juga membuka peluang bagi
masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan
lahan secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk berbagai bentuk

budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga perdesaan.



Dalam rangka mengatasi persoalan ketimpangan tersebut, pemerintah
Indonesia menggagas Program Strategis Nasional Reforma Agraria yang
menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria, pelaksanaan reforma agraria mencakup dua komponen utama,
yaitu penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Penataan
aset diarahkan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah agar tercipta keadilan agraria, sementara penataan akses
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat penerima tanah agar mampu
memanfaatkan aset tersebut secara produktif dan berkelanjutan (Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2024).

Program Akses Reforma Agraria (ARA) memegang peranan penting
sebagai tahap lanjutan dari redistribusi aset tanah. Fokus utama program ini
adalah menghubungkan subjek penerima tanah dengan berbagai peluang
ekonomi, seperti pelatihan usaha, akses permodalan, peningkatan kapasitas
produksi, dan perluasan jaringan pemasaran. Pelaksanaannya bersifat lintas
sektor dan melibatkan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, lembaga keuangan,
perguruan tinggi, serta masyarakat penerima manfaat (Kantor Pertanahan
Kabupaten Kulon Progo, 2025). Dengan pendekatan kolaboratif tersebut,
reforma agraria tidak lagi dipahami sebatas distribusi tanah melainkan menjadi
instrumen pembangunan yang mampu menumbuhkan ekonomi rakyat dan
memperkuat struktur sosial perdesaan (Arnowo, 2025).

Secara teknis, pelaksanaan ARA dilaksanakan melalui tiga skema, yaitu
akses mengikuti aset, akses diikuti aset, serta akses dan aset dilaksanakan
bersamaan (Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, 2024). Ketiga skema
tersebut dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria
Tahun 2024 sebagai kerangka operasional pelaksanaan pemberdayaan ekonomi
subjek Reforma Agraria. Skema akses mengikuti aset dilaksanakan setelah
pemberian hak atas tanah melalui penataan aset dan mencakup lokasi

redistribusi maupun legalisasi tanah hingga tingkat desa sebagaimana tercantum



dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Sementara itu, skema akses
diikuti aset menempatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai tahapan
awal sebelum penataan aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian
hak atas tanah. Adapun skema akses dan aset yang dilaksanakan pada tahun
yang sama dilakukan secara paralel dalam satu tahun anggaran.

Ketiga skema tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian
masyarakat penerima manfaat agar mampu mengelola tanah secara produktif
dan memiliki daya saing. Dalam implementasinya, program ARA berperan
mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi lokal, seperti pertanian,
peternakan, dan perikanan, sebagai basis pemberdayaan ekonomi berbasis
komunitas. Pendekatan ini mendorong terbentuknya model klaster ekonomi
yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan usaha. Melalui
model tersebut, masyarakat penerima manfaat dihimpun dalam kelompok usaha
bersama sebagai wadah peningkatan kapasitas sekaligus penguatan
kelembagaan ekonomi lokal (Sinaga et al., 2023).

Salah satu bentuk konkret implementasi penataan akses adalah Kampung
Reforma Agraria, yaitu wilayah percontohan tempat penataan aset dan akses
dilaksanakan secara simultan. Model kampung ini menempatkan masyarakat
sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya agraria, dengan dukungan
pemerintah sebagai fasilitator. Pendekatan ini terbukti efektif dalam
meningkatkan pendapatan, memperluas peluang kerja, serta menumbuhkan
kesadaran kolektif untuk memanfaatkan tanah secara produktif dan
berkelanjutan ( Nurdin, 2017; Harashta & Mazlan, 2022; Utomo, 2023; dikutip
dalam Arnowo, 2025). Dengan demikian, pelaksanaan ARA berfungsi tidak
hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan
masyarakat agraris yang mandiri, inovatif, dan berkeadilan.

Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria di tingkat daerah,
Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan sebagai salah satu lokasi Penataan
Akses Reforma Agraria tahun 2024. Hasil pemetaan sosial menunjukkan bahwa

penataan aset di kalurahan ini telah dilaksanakan, yang dibuktikan dengan



kepemilikan sertipikat tanah masyarakat hasil program PRONA. Sebanyak 100
kepala keluarga (KK) yang tersebar di 10 padukuhan kemudian tercatat sebagai
subjek Akses Reforma Agraria. Tanah yang telah memiliki kepastian hukum
tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, terutama UMKM
kuliner, UMKM kerajinan sabut kelapa, dan usaha budidaya ikan air tawar,
termasuk ikan lele. Kalurahan Sendangsari juga termasuk wilayah dengan
persoalan kemiskinan ekstrem, tetapi memiliki potensi ekonomi lokal yang
tinggi pada sektor perikanan budidaya, olahan pangan, dan kerajinan rakyat.
Ketersediaan air, kondisi lahan yang mendukung pembangunan kolam, serta
dukungan pemerintah kalurahan menjadikan wilayah ini relevan untuk
mengkaji keterhubungan antara kepastian aset dan pemberdayaan ekonomi
melalui program ARA (Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, 2024).

Salah satu bentuk kegiatan penataan akses yang dikembangkan di
Sendangsari adalah budidaya ikan lele, yang dipilih karena memiliki nilai
ekonomi tinggi, siklus panen yang singkat, serta tingkat keberhasilan yang
relatif tinggi dibandingkan dengan komoditas perikanan lainnya. Selain mudah
dikelola, budidaya ikan lele memiliki permintaan pasar yang stabil, baik untuk
kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri pengolahan pangan
(Sulistijanti et al., 2025). Di sisi lain, kegiatan ini juga memberikan dampak
sosial positif berupa peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta
terbentuknya jejaring ekonomi antarwarga desa (Saleh Malawat et al., 2024).
Penerapan inovasi dalam pengelolaan budidaya, seperti penggunaan teknologi
bioflok dan praktik pemeliharaan yang lebih efisien, turut mendukung
peningkatan produktivitas dan daya saing usaha perikanan air tawar di wilayah
ini (Abid, 2022; Widyastuti et al., 2023).

Berdasarkan hasil pemetaan sosial, terdapat 28 pembudidaya ikan air tawar
di Kalurahan Sendangsari yang tersebar di Padukuhan Klegen, Blubuk, dan
Kroco. Sebagian besar membudidayakan ikan lele, sementara sebagian kecil
mengusahakan ikan gurami. Kolam yang digunakan terdiri dari kolam bundar
berdiameter 2,5-3 meter dengan kapasitas 750-1000 ekor per periode, serta

kolam tanah berukuran 12 x 4 meter dengan kapasitas hingga 7.500 ekor. Dalam



satu siklus budidaya selama tiga bulan, setiap 1.000 ekor ikan lele
menghabiskan sekitar 3 karung pakan (30 kg per karung) dengan hasil panen
rata-rata 7-8 ekor per kilogram. Harga jual lele di tingkat petani berkisar
Rp21.000/kg, dengan omzet rata-rata Rp4.200.000-Rp12.600.000 per empat
bulan tergantung kapasitas kolam dan modal usaha sebesar Rp2.780.000-
Rp7.940.000 per periode panen (Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo,
2024).

Meskipun demikian, pelaksanaan program Akses Reforma Agraria (ARA)
di Kalurahan Sendangsari masih menghadapi sejumlah kendala yang
memengaruhi efektivitas usaha budidaya. Berdasarkan hasil pemetaan sosial,
permasalahan utama pada kelompok pembudidaya ikan mencakup keterbatasan
modal untuk pengadaan benih dan pembelian mesin pompa air, yang berdampak
pada masih adanya kolam yang belum termanfaatkan secara optimal.
Ketersediaan air sebenarnya relatif melimpah, namun belum dapat
dimanfaatkan secara stabil karena belum tersedianya pompa yang memadai
untuk menjaga suplai air ke kolam, khususnya kolam bundar yang memerlukan
aliran terkontrol agar proses pemeliharaan dan panen berjalan optimal. Selain
itu, para pembudidaya juga menghadapi gangguan hama berupa serangan
berang-berang (regul) serta masih menemui kesulitan dalam menerapkan teknik
budidaya tertentu, seperti teknis pemeliharaan ikan. Di sisi lain, kelompok
pengolah dan pemasar hasil ikan (Poklahsar) yang mengolah produk berbahan
dasar ikan juga mengalami kendala dalam pemasaran, karena masih bergantung
pada pesanan tanpa memiliki jaringan pelanggan tetap. Kendala-kendala
tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha dan efektivitas
pendampingan dalam ARA perlu diperkuat agar tujuan peningkatan pendapatan
masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal.

Pembudidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari tersebar di Padukuhan
Blubuk, Kroco, dan Klegen. Meskipun demikian, kelompok yang memperoleh
fasilitasi pendampingan usaha dalam pelaksanaan ARA hanya Pokdakan Mina
Berkah Klegen, Pokdakan Mina Sari Blubuk, dan Poklahsar Mina Serang

Barokah. Dari tiga kelompok penerima fasilitasi tersebut, penelitian ini secara



khusus dibatasi pada Pokdakan Mina Berkah Klegen dan Poklahsar Mina
Serang Barokah berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kalurahan Sendangsari
dan kesesuaiannya dengan fokus kajian hulu-hilir usaha ikan lele. Pokdakan
Mina Berkah Klegen merepresentasikan kegiatan budidaya atau produksi,
sedangkan Poklahsar Mina Serang Barokah merepresentasikan kegiatan
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pembatasan ini diperlukan agar
analisis mengenai peran stakeholder, perubahan kapasitas dan pendapatan, serta
kendala keberlanjutan usaha dilakukan secara mendalam dan tidak
digeneralisasi kepada Pokdakan Mina Sari Blubuk maupun seluruh 100 KK
subjek ARA di Kalurahan Sendangsari.

Pemilihan Kalurahan Sendangsari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada
pertimbangan akademik dan empiris. Pertama, kalurahan ini termasuk dalam
lokus miskin ekstrem di Kabupaten Kulon Progo dan menjadi salah satu desa
yang telah mendapatkan legalisasi aset serta menerima program penataan akses
berbasis perikanan, sehingga relevan untuk menilai keterkaitan kepastian
hukum atas tanah dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua,
wilayah ini memiliki keberagaman aktor dan kegiatan ekonomi, termasuk
kelompok pembudidaya dan pengolah hasil ikan seperti Pokdakan dan
Poklahsar, yang memberi peluang bagi penelitian untuk mengamati dinamika
kolaborasi antarpihak dalam pelaksanaan reforma agraria. Ketiga, Sendangsari
memiliki potensi sumber daya yang menonjol di sektor perikanan, sehingga
mampu menjadi contoh penerapan reforma agraria yang berorientasi pada
pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan melihat potensi, karakteristik sosial-ekonomi, serta dinamika
kegiatan yang berlangsung, budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari
merupakan wujud nyata dari sinergi antara kebijakan nasional reforma agraria
dengan kebutuhan lokal masyarakat perdesaan. Program ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan penataan akses tidak hanya memperluas kepemilikan tanah,
tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya dalam
mengelola aset agraria secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Namun

demikian, efektivitas pelaksanaan serta sinergi antar-pihak dalam program



tersebut masih perlu dikaji secara mendalam untuk menilai sejauh mana ARA
benar-benar mampu meningkatkan kapasitas dan pendapatan masyarakat
penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi
ARA dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan lele di
Kalurahan Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan untuk
memahami bagaimana peran para pihak yang terlibat, bentuk sinergi dalam
pelaksanaan program, serta dampak program terhadap peningkatan pendapatan

masyarakat penerima manfaat reforma agraria.

. Rumusan Masalah

Pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya melalui program ARA,
diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan
tanah, tetapi juga menciptakan masyarakat yang berdaya secara ekonomi
melalui pemanfaatan tanah secara produktif. Di Kalurahan Sendangsari,
program ini diwujudkan melalui kegiatan budidaya ikan lele, yang menjadi
salah satu upaya nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis
sumber daya lokal. Meski demikian, keberhasilan program tersebut sangat
bergantung pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (stakeholder),
mulai dari pemerintah, kelompok masyarakat penerima manfaat, hingga
lembaga pendukung yang berperan dalam pendampingan dan fasilitasi kegiatan
di lapangan.

Selain itu, penting untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan ARA di
Sendangsari benar-benar berdampak terhadap peningkatan kapasitas dan
pendapatan masyarakat pembudidaya ikan lele. Hal ini perlu dikaji dengan
membandingkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah
program dijalankan agar dapat diketahui tingkat keberhasilan intervensi
pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis agraria.

Di sisi lain, keberhasilan program pemberdayaan tidak lepas dari berbagai
tantangan dan kendala yang muncul selama proses pelaksanaan. Hambatan yang
bersifat teknis, sosial, maupun ekonomi sering kali memengaruhi

kesinambungan usaha dan efektivitas hasil yang dicapai. Oleh karena itu, untuk



memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program

ARA pada sektor perikanan budidaya di Sendangsari, penelitian ini

merumuskan tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

1.

Bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan program
Akses Reforma Agraria pada sektor budidaya ikan lele di Kalurahan
Sendangsari?

Bagaimana dampak pelaksanaan Akses Reforma Agraria terhadap
peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan lele,

dibandingkan dengan kondisi sebelum program dijalankan?

. Apasaja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Akses Reforma

Agraria, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha

budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari?

. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif

mengenai pelaksanaan program ARA pada sektor budidaya ikan lele di

Kalurahan Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo, serta menelaah sejauh mana

program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

penerima manfaat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing stakeholder dalam
pelaksanaan program Akses Reforma Agraria pada sektor budidaya ikan
lele di Kalurahan Sendangsari.

Menganalisis dampak pelaksanaan program Akses Reforma Agraria
terhadap peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat pembudidaya

ikan lele, dibandingkan dengan kondisi sebelum program dijalankan.

. Mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program

Akses Reforma Agraria serta menelaah pengaruhnya terhadap keberlanjutan

usaha budidaya ikan lele di Kalurahan Sendangsari.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi
akademis, sosial, maupun praktis. Setiap manfaat memiliki kontribusi tersendiri
dalam memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan Reforma Agraria
yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa.
1. Manfaat Akademis
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
serta memperkaya literatur keilmuan di bidang agraria, khususnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan program ARA pada sektor perikanan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
kajian ilmiah mengenai peran stakeholder dalam implementasi kebijakan
agraria, peningkatan kapasitas masyarakat, serta keberlanjutan usaha
berbasis agraria di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji
implementasi kebijakan reforma agraria dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa.
2. Manfaat Sosial
Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ARA
secara inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan mampu
memperkuat hubungan sosial dan kerja sama antaranggota kelompok
pembudidaya ikan lele, serta antara masyarakat dengan pemerintah dan
kelembagaan desa. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat berkontribusi
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
pengelolaan sumber daya agraria secara produktif sebagai basis penguatan
ekonomi dan kesejahteraan sosial di tingkat desa.
3. Manfaat Praktis
Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi instansi pemerintah, khususnya Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam

mengevaluasi dan memperkuat strategi pelaksanaan ARA di tingkat desa.



Bagi pemerintah daerah dan kelembagaan lokal, hasil penelitian ini dapat
menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan yang lebih tepat
sasaran dan berkelanjutan. Sementara bagi kelompok pembudidaya ikan lele
di Kalurahan Sendangsari, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
masukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan
efisiensi usaha, serta mengoptimalkan manfaat program ARA bagi

peningkatan pendapatan masyarakat.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Akses Reforma Agraria

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan lele di

Kalurahan Sendangsari, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1.

Pelaksanaan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari melibatkan
kolaborasi lintas sektor. Kantor Pertanahan berperan sebagai fasilitator;
Pemerintah Kalurahan sebagai pendukung dan penghubung lokal; Dinas
Kelautan dan Perikanan sebagai pendamping teknis; PT PPI sebagai
pemberi bantuan bibit; Bank BPD DIY sebagai penguat literasi keuangan;
Dinas Kesehatan sebagai pendukung keamanan pangan; PLUT sebagai
pendamping pengembangan usaha; serta Manna Kampus sebagai pemberi
informasi pasar. Namun, sinergi tersebut masih dominan pada tahap
kegiatan dan belum disertai mekanisme tindak lanjut pascaprogram yang
terstruktur.

Program meningkatkan kapasitas Pokdakan pada aspek tebar, pemeliharaan,
pengelolaan air, dan penanganan penyakit, serta meningkatkan kapasitas
Poklahsar pada aspek pengolahan, pengemasan, legalitas, branding, dan
pemasaran. Data monitoring menunjukkan kenaikan pendapatan awal
sebesar 6,00% pada Pokdakan dan 12,20% pada Poklahsar, tetapi belum
dapat dimaknai sebagai pendapatan bersih yang stabil karena biaya produksi
belum dihitung secara lengkap, hasil Pokdakan masih diputar untuk
operasional, dan produksi Poklahsar masih bergantung pada pesanan.
Keberlanjutan usaha Pokdakan terutama terhambat keterbatasan modal
kerja, tingginya biaya pakan, kualitas bibit, pengelolaan air, penyakit, dan
ketepatan ukuran panen. Poklahsar terutama menghadapi pasar yang belum
tetap, produksi yang belum rutin, pemasaran digital yang belum aktif, dan
pencatatan  usaha yang lemah. Pendampingan yang belum

berkesinambungan dan koordinasi antarpemangku kepentingan yang belum
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terstruktur menyebabkan manfaat program belum berkembang menjadi

usaha yang mandiri dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat dipertimbangkan untuk

memperkuat keberlanjutan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari

adalah sebagai berikut.

1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo bersama Pemerintah Kalurahan
Sendangsari perlu menyusun rencana tindak lanjut pascaprogram yang
memuat jadwal pemantauan, kebutuhan prioritas kelompok, indikator
perkembangan usaha, dan pembagian peran masing-masing stakeholder.
Hasil pemantauan perlu dibahas secara berkala agar permasalahan
kelompok dapat segera ditindaklanjuti.

Dinas Kelautan dan Perikanan bersama stakeholder penyedia sarana
produksi perlu memberikan pendampingan lapangan pada setiap siklus
budidaya, terutama mengenai pemilihan bibit, kepadatan tebar, kualitas air,
pencegahan penyakit, efisiensi pakan, dan penentuan waktu panen. Bantuan
bibit sebaiknya disesuaikan dengan kesiapan kolam dan disertai evaluasi
mortalitas, pertumbuhan, penggunaan pakan, serta hasil panen.

PLUT, Dinas Kesehatan, Manna Kampus, dan Bank BPD DIY perlu
mengarahkan pendampingan pada kebutuhan praktis usaha, meliputi
perhitungan harga pokok produksi, pencatatan arus kas, standar kemasan
dan label, keamanan pangan, foto dan katalog produk, pemasaran digital,
perluasan jaringan penjualan, serta kesiapan mengakses pembiayaan yang
sesuai dengan kemampuan kelompok.

Pokdakan Mina Berkah Klegen perlu menyusun rencana produksi dan
standar operasional budidaya untuk setiap siklus, mencatat jumlah tebar,
mortalitas, pakan, pergantian air, penyakit, biaya, hasil panen, dan laba-rugi
per kolam. Kelompok juga perlu memperkuat kas usaha, melakukan
pembelian pakan dan benih secara kolektif, menjalin kesepakatan penjualan

dengan pengepul atau rumah makan, serta menyalurkan ikan yang tidak
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sesuai ukuran pasar kepada Poklahsar agar kerugian dan keterlambatan
perputaran modal dapat dikurangi.

. Poklahsar Mina Serang Barokah perlu menetapkan produk unggulan,
standar resep dan mutu, harga pokok produksi, harga jual, kapasitas, dan
jadwal produksi yang lebih rutin. Pasar perlu diperluas melalui WhatsApp
Business, media sosial, katalog digital, reseller, bazar, toko oleh-oleh, dan
penjajakan ritel dengan tetap memenuhi standar kemasan, label, legalitas,
dan keamanan pangan. Pembagian tugas produksi-pemasaran, pencatatan
pesanan dan arus kas, serta kemitraan pasokan bahan baku dengan
Pokdakan perlu diperjelas agar usaha dapat tumbuh secara konsisten.

. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengamatan pada beberapa
siklus produksi dan menggunakan pencatatan biaya, omzet, laba bersih,
serta perubahan pasar secara berkala agar dampak program terhadap

pendapatan dan keberlanjutan usaha dapat diukur lebih akurat.
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